
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 78 TAHUN 
2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan 
hukum bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya, telah 
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian 
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota 
Surabaya; 

b. bahwa sehubungan dengan telah  ditetapkannya
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan
Pemanfaatan Data Keluarga Miskin sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga
Miskin,  maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota
Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4288); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5246); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6868); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4955); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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14. Peraturan Presiden Nomor  87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222); 

 
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 
5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
50); 
 

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum 
Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk 
Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 34); 

 
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 
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23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 
Nomor 67); 
 

24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2022 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum 
Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 79); 

 
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan 
Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga 
Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 
119). 
 
 

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 
BAGI MASYARAKAT MISKIN. 

 
 Pasal I 

 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 79), diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Semua kata “MBR” dalam Peraturan Walikota ini harus 

dibaca dan dimaknai sebagai Keluarga Miskin. 
 
 

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai               
 berikut: 
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 Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.  
 

4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 
kepada Penerima Bantuan Hukum. 

 
5. Penerima Bantuan Hukum adalah Keluarga Miskin yang 

tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, yang 
mengalami permasalahan hukum, yang mengajukan 
permohonan Bantuan Hukum. 

 
6. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. 
 
7. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-

rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis 
kemiskinan. 

 
8. Garis Kemiskinan adalah garis kemiskinan yang 

ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. 
 
9. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah non 

Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan 
kegiatan statistik dasar. 

 
10. Masyarakat Miskin adalah masyarakat dengan 

pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis 
kemiskinan  

 
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan 

Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi 
layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi 
ketentuan perundang-undangan. 

 
 

12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 
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13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu 

diselesaikan. 
 

14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang 
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya. 

 
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan 

dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan 
Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. 

 
16. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap 

Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi 
Kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan 
hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam 
pemberian bantuan hukum. 

 
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. 

 
18. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan 

tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai 
pelaksanaan Bantuan Hukum. 

 
19. Bagian Hukum dan Kerjasama adalah Bagian Hukum 

dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 
 
 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai               
berikut: 

 
Pasal 3 

 
Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan: 

 

a. Nomor Induk Kependudukan; 
 

b. terdaftar dalam data keluarga miskin yang 
 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan 
 

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara. 
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4. Ketentuan ayat (2) huruf j dan huruf m Pasal 16 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 16 

 
(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan 

dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara 
litigasi secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian 
Hukum dan Kerjasama. 

 
(2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. surat permohonan dana bantuan hukum; 

b. bukti badan hukum kantor Pemberi Bantuan 
Hukum; 

c. sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum; 

d. struktur Organisasi Pemberi Bantuan Hukum 

e. surat keterangan domisili kantor Pemberi 
Bantuan Hukum; 

f. foto copy Buku Rekening Pemberi Bantuan 
Hukum; 

g. foto copy NPWP Pemberi Bantuan Hukum; 

h. surat  kuasa Pimpinan/Direktur Pemberi 
Bantuan Hukum kepada advokat yang 
mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan 
meterai cukup; 

i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan 
Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan 
Hukum dari APBN dan/atau APBD 
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara yang 
sama; 

j. terdaftar dalam data keluarga miskin yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

k. fotocopy permohonan dari Penerima Bantuan 
Hukum; 

l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum 
atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan 

m. Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kartu 
Keluarga Penerima Bantuan Hukum. 
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(3) Batas waktu pengajuan permohonan dana Bantuan 

Hukum atau penanganan perkara litigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 
(dua) bulan sejak perkara yang ditangani telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
 
 

 Ditetapkan di Surabaya 
                                                    pada tanggal 12 Januari 2024 

 
                                                   WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
                                                   ERI CAHYADI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ......  
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 12 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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